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ABSTRAK 

 

Penerapan uqubat ta’zir terhadap anak sebagai pelaku jarimah merupakan persoalan 

hukum yang kompleks karena berada pada persimpangan antara penegakan hukum 

jinayat dan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

penerapan uqubat ta’zir anak dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 

1/JN-Anak/2025/MS Lgs serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Sumber data utama terdiri dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 dan putusan pengadilan, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa 

buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara 

deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan uqubat ta’zir 

terhadap anak dalam putusan tersebut dilakukan dengan menjatuhkan sanksi berupa 

penempatan anak pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 24 

(dua puluh empat) bulan berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 

Tahun 2014. Secara normatif, penerapan uqubat ta’zir tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 67 yang mengatur 

pemidanaan terhadap anak. Namun demikian, dari perspektif perlindungan anak, 

penerapan sanksi tersebut masih menunjukkan kecenderungan normatif dan belum 

sepenuhnya mengoptimalkan alternatif pemidanaan lain yang bersifat pembinaan 

dan rehabilitatif sebagaimana disediakan oleh qanun. Oleh karena itu, penerapan 

uqubat ta’zir terhadap anak perlu mempertimbangkan secara lebih komprehensif 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar tujuan hukum jinayat dan perlindungan 

anak dapat tercapai secara seimbang. 

Kata Kunci: Uqubat Ta’zir, Anak, Qanun Aceh, Hukum Jinayat, Mahkamah Syar’iyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

 

Analisis yuridis terhadap penerapan uqubat ta’zir anak merupakan kajian 

hukum yang mengkaji kesesuaian antara putusan hakim dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan perkembangan hukum 

pidana di Indonesia terus menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, khususnya 

dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana seksual.1 Dalam 

hal ini pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin dan mewujudkan perlindungan 

serta kesejahteraan anak telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Seiring berjalannya waktu, untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan kebutuhan perlindungan anak dan memperbaiki ketentuan 

yang dianggap perlu, dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal melalui 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.2 

Di tengah perlindungan hukum yang telah ada, salah satu bentuk kejahatan 

yang perlu diwaspadai karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat adalah 

tindak pidana pemerkosaan. Kejahatan ini merupakan salah satu contoh 

pelanggaran terhadap hak dan perlindungan anak. Anak-anak seringkali mengalami 

perlakuan yang salah, terutama terkait kejahatan seksual. Anak-anak kerap menjadi 

 

 

 

 

1 Bambang Nur Arief, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan 

Seksual terhadap Anak”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 3 Tahun 2017. h. 412–430. 
2 Riyanto Setyadi, Muhammad Yamin, dan Iqbal Affan, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Banda Aceh”), Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3, No. 2 Tahun 2021. h. 83–98. 
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korban kejahatan seksual, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama 

anak di bawah umur, dan korban umumnya adalah anak di bawah umur. 

Hal ini menyatakan meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014, telah mengatur hukuman berat bagi pelaku pelecehan dan 

pemerkosaan seksual pada anak di bawah umur melalui Pasal 81 dan Pasal 82: 3 

Pasal 81: 

 

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap anak 

yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah).” 

 

Pasal 82 : 

“Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 

(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah).” 

 

Tetap saja kasus kekerasan seksual terhadap anak masih tetap terjadi, padahal 

tindakan kekerasan terhadap anak dapat berdampak serius pada psikologis dan 

perkembangan mereka. 

Namun dalam hal ini berbeda dengan Aceh, sebagaimana berdasarkan amanat 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 

 

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 81 dan Pasal 82, 

Lembaran Negara Tahun 2014. 
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Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh, salah satu keistimewaan yang diberikan kepada 

Provinsi Aceh adalah pelaksanaan syari’at Islam sebagai hukum positif. 

Pelaksanaan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang disebut 

Qanun Aceh. Dengan adanya Qanun tersebut, penerapan dan pengamalan syari’at 

Islam menjadi bagian dari sistem hukum formal di Aceh, sehingga memberikan 

karakteristik hukum yang berbeda dan menjadi keistimewaan khusus bagi provinsi 

yang dikenal sebagai “Kota Serambi Mekah” ini.4 

Salah satu implementasi nyata dari Qanun Aceh adalah penerapan hukum 

jinayat, termasuk penjatuhan uqubat ta’zir terhadap pelaku tindak pidana yang tidak 

diatur secara tegas dalam hudud maupun qishas-diyat. Dalam konteks anak sebagai 

pelaku tindak pidana, penerapan uqubat ta’zir harus memperhatikan prinsip 

perlindungan anak serta tujuan pembinaan, bukan semata-mata sebagai hukuman 

balasan. Oleh karena itu, Mahkamah Syar’iyah di Aceh memiliki kewenangan 

untuk menentukan bentuk dan kadar uqubat ta’zir sesuai ketentuan Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan prinsip yuridis perlindungan 

anak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga 

edukatif dan preventif.5 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Hukum Jinayat, bunyi pasal tersebut menyatakan:6 

 

 

4 Fakhrurrazi, “Jarimah Zina dan Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis 

Perumusan Metode Istinbath”, International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. 1 
No. 3 Tahun 2020. h. 401-402. 

5 Yulia, Herinawati, “Customary Law of the Forest in North Aceh Regency”, Diponegoro 

Law Review, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, h. 328–343. 
6 Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah 

Provinsi Aceh Tahun 2014. 
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"Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain 

sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku; 

atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku; atau terhadap mulut 

korban dengan zakar pelaku, yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, atau 

ancaman terhadap korban." 

 

Selain itu, ruang lingkup Qanun Jinayat Aceh mengatur mengenai perbuatan 

jarimah, pelaku jarimah, dan uqubat jarimah. Perbuatan jarimah yang diatur dalam 

Qanun ini mencakup sepuluh jenis tindak pidana, yaitu khamr, maisir, khalwat, 

ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musaqah. Salah 

satu bentuk kejahatan yang perlu diwaspadai karena sangat meresahkan dan 

merugikan masyarakat adalah tindak pidana pemerkosaan. Kejahatan ini 

merupakan contoh nyata dari pelanggaran terhadap hak dan perlindungan anak. 

Mereka kerap menjadi korban kejahatan seksual, baik yang dilakukan oleh orang 

dewasa maupun sesama anak di bawah umur.7 

Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif dan upaya 

pencegahan yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari kasus-kasus tersebut. 

Tindakan kekerasan terhadap anak dapat berdampak serius pada kondisi psikologis 

dan perkembangan mereka, berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang 

bahkan seumur hidup.8 

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul permasalahan hukum yang menarik 

untuk dianalisis secara yuridis, khususnya terkait penerapan uqubat ta’zir terhadap 

anak pelaku pemerkosaan. Dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs, 

seorang anak pelaku dijatuhi sanksi karena melakukan tindak pidana pemerkosaan. 

 

 

7 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Edisi I, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), h. 166-168 
8 Muslich, Ahamd Wardi, “Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006) h. 155 
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Padahal, berdasarkan fakta persidangan, pemerkosaan dilakukan antara anak-anak 

dengan kesepakatan “mau sama mau” (consent), sehingga menimbulkan pertanyaan 

mengenai kedudukan uqubat ta’zir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan 

bagaimana hakim menilai unsur pidana serta faktor usia pelaku.9 

Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara das Sollen (teori) dan 

das Sein (realitas) yang signifikan. Secara normatif, Pasal 67 Qanun Jinayat dan 

UU SPPA mengamanatkan bahwa sanksi bagi anak harus bersifat edukatif dan 

rehabilitatif demi kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, dalam realitasnya, 

sering terjadi benturan antara kakuya teks aturan (kepastian hukum) dengan 

keadilan substantif, terutama dalam kasus hubungan seksual antar-anak yang 

didasari atas dasar suka sama suka (consent). Kesenjangan ini terlihat pada dilema 

hakim: di satu sisi, secara teori anak tidak memiliki kapasitas legal untuk 

memberikan persetujuan seksual sehingga tetap dianggap pemerkosaan; namun di 

sisi lain, penerapan sanksi penjara (LPKA) yang bersifat represif sering kali 

dianggap tidak sejalan dengan semangat pembinaan jika tidak mempertimbangkan 

kompleksitas psikologis remaja. Ketidaksesuaian antara beratnya sanksi dalam 

aturan dengan tujuan pemulihan mental anak inilah yang menjadi inti permasalahan 

hukum dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs. 

Sehingga kasus ini menjadi penting dikaji karena menyentuh beberapa isu, 

dengan demikian analisis yuridis terhadap putusan ini dapat memberikan gambaran 

tentang bagaimana Qanun Aceh diterapkan dalam konteks kasus anak dan 

bagaimana prinsip perlindungan serta pembinaan anak dijadikan pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan uqubat ta’zir. Berdasarkan uraian tersebut penulis 

 

9 Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa 
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tertarik membahas lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul 

“STUDI ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN 

UQUBAT TA'ZIR ANAK DALAM PUTUSAN NO. 1/JN- 

ANAK/2025/ MS LGS MENURUT QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 

2014.” 

B. Batasan masalah 

 

Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap penerapan uqubat ta’zir 

dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa. 

Kajian difokuskan untuk menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya terkait 

bentuk dan kadar uqubat ta’zir bagi pelaku yang masih berstatus anak. Penelitian 

hanya membahas aspek yuridis berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan 

perundang-undangan terkait, tanpa menguraikan aspek psikologis, sosial, atau 

kriminologis. Dengan demikian, penelitian mengukur apakah uqubat ta’zir dalam 

putusan tersebut telah diterapkan sesuai ketentuan qanun dan prinsip perlindungan 

anak. 

C. Rumusan masalah 

 

Pe vnulis me vngambil bevbevrapa pevrmasalahan yang nantinya akan dikaji dan 

dibahas levbih dalam tevrkait pevrmasalahan tevrsevbut. Rumusan masalah bevrupa: 

1. Bagaimana penerapan uqubat ta’zir terhadap anak dalam Putusan 

Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs? 

2. Apakah penerapan uqubat ta’zir tersebut sesuai dengan Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini, disusun berdasarkan latar belakang masalah serta 

rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan uqubat ta’zir terhadap anak dalam 

 

Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs. 

 

2. Untuk mengetahui apakah penerapan uqubat ta’zir tersebut sesuai 

 

dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoretis 

 

 Pengembangan Keilmuan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang Hukum Jinayat dan Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Aceh. 

 Referensi Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

atau sumber informasi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam 

memahami penerapan uqubat ta’zir terhadap anak berdasarkan Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara lebih komprehensif. 

 Kajian Yuridis: Menambah literatur mengenai sinkronisasi antara 

hukum Islam (Qanun) dengan hukum nasional terkait perlindungan 

anak di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

 

 Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta 

memperluas wawasan mendalam mengenai praktik peradilan anak di 

Mahkamah Syar’iyah, sekaligus untuk memenuhi syarat meraih gelar 
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Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

 

Negeri (IAIN) Langsa. 

 

 Bagi Praktisi Hukum: Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi 

aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Pengacara) dalam 

menangani perkara jarimah yang melibatkan anak sebagai pelaku, 

agar tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

 Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman dan edukasi hukum 

kepada masyarakat luas mengenai konsekuensi hukum serta prosedur 

peradilan terkait tindak pidana seksual yang melibatkan anak di bawah 

umur di wilayah Aceh. 

E. Penjelasan istilah 

 

1. Analisis Yuridis 

Analisis yuridis adalah kegiatan menelaah suatu permasalahan hukum 

dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, 

doktrin, teori hukum, serta pandangan para ahli hukum.10 

2. Uqubat Ta’zir 

Uqubat ta’zir adalah jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang 

bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur’an 

maupun Hadis, tetapi diserahkan pada kewenangan hakim berdasarkan 

pertimbangan kemaslahatan. Hukuman ini bersifat fleksibel, dapat 

berupa penjara, cambuk, denda, atau hukuman lain sesuai dengan tingkat 

kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya.11 

3. Anak 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

 

 

10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 13–14 
11 Abdul Syarbaini, “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, Tahqiqa: 

Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 2, Tahun 2023, h. 225–234. 
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(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.12 

4. Qanun 

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal 

dengan nama Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab 

undang-undang, hukum dan kaidah.13 

F. Kajian Pustaka 

 

Kajian teirdahulu peirtama yang reileivan dilakukan oileih Asri Vivi Yanti Sinurat 

dalam peineilitiannya beirjudul “Peineirapan Hukum Teirhadap Peilaku Tindak Pidana 

Peileiceihan Seiksual Anak Ditinjau dari Qanun Noi. 6 Tahun 2014 Teintang Hukum 

Jinayat (Studi Kasus Putusan Noi. 5/JN/2019/MS.LSM)”. Beirdasarkan hasil 

peineilitian dikeitahui bahwa peineirapan hukum teirhadap peilaku tindak pidana 

peileiceihan seiksual anak dianalisis meilalui Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014 

teintang Hukum Jinayat, deingan meinyo iroiti peirtimbangan hakim dalam 

meinjatuhkan hukuman, faktoir peinyeibab tindak pidana, seirta beintuk uqubat yang 

dijatuhkan beirupa pidana peinjara dan reistitusi keipada koirban. Peirsamaan peineilitian 

teirdahulu deingan peineilitian peinulis teirleitak pada peinggunaan dasar hukum yang 

sama, yaitu Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat, seirta sama- 

sama meinganalisis peineirapan uqubat teirhadap peilaku tindak pidana seiksual dalam 

peirspeiktif hukum Islam di Aceih. Peirbeidaannya teirleitak pada oibjeik dan subje ik 

kajian, di mana peineilitian teirdahulu beirfo ikus pada peilaku deiwasa dalam kasus 

peileiceihan seiksual teirhadap anak, seidangkan peineilitian peinulis meinitikbeiratkan 

pada anak seibagai peilaku tindak pidana peimeirkoisaan, deingan meinganalisis 

 

12 Rangga Basqian dan Eilan Jaeilani, “Tinjauan Yuridis Teirkait Child Proiteictioin 

Coinveintioin 1996 dan Peirbandingannya deingan Undang-Undang Noi. 35 Tahun 2014 Teintang 

Peirlindungan Anak di Indoineisia”, Public Spheirei: Jurnal Soisial Poilitik, Peimeirintahan dan Hukum, 

Voil. 2, Noi. 2, Tahun 2023, h. 45–57. 
13 Pusat Peimbinaan Dan Peingeimbangan Bahasa Deiparteimein Peindidikan Dan Keibudayaan, 

Kamus Beisar Bahasa Indoineisia, (Balai Pustaka, Jakarta), h. 442 
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peineirapan uqubat ta’zir teirhadap anak dalam Putusan No imo ir 1/JN-Anak/2025/MS 

Lgs seisuai deingan Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014 seirta prinsip peirlindungan 

anak dalam hukum jinayat.14 

Kajian teirdahulu keidua yang reileivan dilakukan oileih Ummi Khasum dalam 

peineilitiannya yang beirjudul “Analisis Yuridis Peimeirkoisaan Teirhadap Anak yang 

Dilakukan oileih Mahram (Studi Putusan Noimoir: 6/JN/2021/MS.Lsm)” 

meinunjukkan bahwa peineirapan hukuman bagi peilaku peimeirkoisaan teirhadap anak 

yang dilakukan o ileih mahram di Aceih beilum seipeinuhnya meinceirminkan 

peilaksanaan Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat. Dalam 

peineilitiannya dijeilaskan bahwa meiskipun Qanun meimbeirikan keiweinangan keipada 

hakim untuk meinjatuhkan uqubat ta’zir tambahan teirhadap peilaku, dalam 

praktiknya hukuman tambahan teirseibut beilum diteirapkan oileih Mahkamah 

Syar’iyah Lho ikseiumawei. Hakim hanya meinjatuhkan hukuman po ikoik beirupa 

peinjara seilama 160 bulan, tanpa meimbeirikan uqubat tambahan seibagaimana diatur 

dalam Qanun. Peineilitian ini meineigaskan bahwa peineirapan hukum yang tidak 

diseirtai deingan hukuman tambahan dapat meingurangi eifeik jeira bagi peilaku dan 

beilum seipeinuhnya meinceirminkan rasa keiadilan bagi ko irban seirta masyarakat. 

Peirsamaan peineilitian teirdahulu deingan peineilitian peinulis teirleitak pada peinggunaan 

dasar hukum yang sama, yaitu Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum 

Jinayat, seirta sama-sama meimbahas peineirapan uqubat ta’zir teirhadap tindak pidana 

peimeirko isaan yang meilibatkan anak. Peirbeidaannya teirleitak pada oibjeik kajian dan 

subje ik hukum, di mana peineilitian teirdahulu beirfo ikus pada peilaku deiwasa 

 

14 Asri Vivi Yanti Sinurat, “Peineirapan Hukum Teirhadap Peilaku Tindak Pidana Peileiceihan 

Seiksual Anak Ditinjau dari Qanun Noi. 6 Tahun 2014 Teintang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan 

Noi. 5/JN/2019/MS.LSM)”, dalam Joiurnal oif Scieincei and Soicial Reiseiarch, Voil. VII Noi. 4, 

Noiveimbeir 2024. 
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(mahram) yang meimpeirkoisa anak, seidangkan peineilitian peinulis meinitikbeiratkan 

pada anak seibagai peilaku tindak pidana peimeirko isaan dan meinganalisis peineirapan 

uqubat ta’zir teirhadap anak dalam Putusan Noimoir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs, 

deingan meimpeirtimbangkan prinsip peirlindungan anak seirta keiseisuaian deingan 

keiteintuan Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat.15 

 

Kajian teirdahulu keitiga yang reileivan dilakukan o ileih Dr. Jalil Abdul Salam, 

M.Ag. dalam peineilitiannya yang beirjudul “Impleimeintasi Qanun Noimoir 6 Tahun 

2014 Teintang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di 

Koita Langsa)”. Beirdasarkan hasil peineilitian dikeitahui bahwa peineirapan Qanun 

Jinayat Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014 teirhadap anak yang meilakukan jarimah beilum 

beirjalan maksimal, khususnya di Ko ita Langsa. Peineilitian ini meinjeilaskan bahwa 

beilum adanya peiradilan khusus bagi anak di Mahkamah Syar’iyah Langsa 

meingakibatkan peinyeileisaian peirkara pidana anak masih meingikuti keiteintuan 

peirundang-undangan nasio inal, seipeirti Undang-Undang No imo ir 11 Tahun 2012 

teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. Seibagian beisar peirkara anak yang 

meilanggar Qanun Jinayat diseileisaikan meilalui meikanismei diveirsi di tingkat 

keipoilisian tanpa meilalui pro iseis peirsidangan di Mahkamah Syar’iyah. Peineilitian ini 

meineigaskan peintingnya reigulasi khusus peiradilan anak di Aceih agar peineirapan 

Qanun Jinayat dapat beirjalan seicara meinyeiluruh. Peirsamaan peineilitian teirdahulu 

deingan peineilitian peinulis teirleitak pada peinggunaan dasar hukum yang sama, yaitu 

Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat, seirta sama-sama 

meimbahas peilaksanaan hukum jinayat teirhadap anak peilaku tindak pidana. 

 

15 Ummi Khasum, “Analisis Yuridis Peimeirkoisaan Teirhadap Anak yang Dilakukan oileih 

Mahram (Studi Putusan Noimoir: 6/JN/2021/MS.Lsm)”, (Skripsi: Fakultas Hukum Univeirsitas 

Malikussaleih, 2023). 
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Peirbeidaannya teirleitak pada fo ikus kajian, di mana peineilitian teirdahulu meineikankan 

aspeik impleime intasi keileimbagaan dan pro iseidural Qanun Jinayat di Ko ita Langsa, 

seidangkan peineilitian peinulis beirfo ikus pada analisis yuridis peineirapan uqubat ta’zir 

teirhadap anak peilaku tindak pidana peimeirko isaan dalam Putusan Noimoir 1/JN- 

Anak/2025/MS Lgs beirdasarkan Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014 dan prinsip 

peirlindungan anak dalam hukum jinayat.16 

 

G. Meitoidei Peineilitian 

 

1. Jeinis peineilitian 

 

Jeinis peineilitian yang digunakan oileih peinulis adalah peineilitian 

hukum no irmatif (yuridis no irmatif) atau peineilitian keipustakaan (library 

reiseiarch), yaitu peineilitian yang dilakukan deingan cara meineilaah bahan- 

bahan hukum seikundeir seipeirti peiraturan peirundang-undangan, buku-buku 

liteiratur, jurnal ilmiah, dan do ikumein reismi lainnya yang beirkaitan deingan 

oibjeik peineilitian. Dalam peineilitian ini, sumbeir utama yang digunakan 

adalah Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat dan 

Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Noimo ir 1/JN-Anak/2025/MS 

Langsa, yang dianalisis deingan meinggunakan peindeikatan peirundang- 

undangan (statutei approiach) dan peindeikatan kasus (casei approiach).17 

 

Meitoidei peineilitian hukum no irmatif dipilih kareina peineilitian ini 

beirtujuan untuk meineiliti aturan hukum dan do ikumein putusan, bukan 

 

 

16 Jalil Abdul Salam, “Impleimeintasi Qanun Noimoir 6 Tahun 2014 Teintang Hukum Jinayat 

Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Koita Langsa)”, dalam Jurnal Samudra Keiadilan, 

Voil. 13, Noi. 2, Juli–Deiseimbeir 2018. 
17 Mukhlis, “Peindeikatan Yuridis Noirmatif Dalam Kajian Ilmu Hukum”, dalam Jurnal 

Hukum dan Peimbangunan, Voil. 49 Noi. 2, April–Juni 2019. 
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meineiliti o irang di lapangan. Seisuai deingan tujuan peineilitian yang ingin 

meinganalisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa, meitoidei ini 

meimungkinkan peinulis untuk fo ikus meimbeidah alasan hakim dalam 

meimbeirikan hukuman (uqubat ta’zir) keipada anak. Deingan meitoidei ini, 

peinulis bisa meimbandingkan seicara langsung antara apa yang teirtulis di 

aturan (Qanun Jinayat) deingan apa yang diputuskan oileih hakim di 

peirsidangan. Singkatnya, meitoidei ini paling coicoik kareina tugas peinulis 

adalah meinguji apakah putusan teirseibut sudah seisuai deingan undang- 

undang yang beirlaku atau beilum meilalui analisis doikumein dan buku-buku 

hukum. 

 

2. Data dan sumbeir data 

 

a. Data peineilitian 

 

Data yang digunakan dalam peineilitian ini beirupa data 

kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam beintuk kata veirbal bukan 

dalam beintuk angka.18 Dalam peineilitian ini data yang digunakan 

beirkaitan deingan analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa 

Noimo ir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa. 

 

b. Sumbeir data 

 

1) Data primeir 

 

Sumbeir data primeir yaitu data yang dipeiroileih langsung dari 

sumbeirnya, diamati dan dicatat untuk peirtama kalinya.19 

 

18 Sugiyoinoi, Meitoidei Peineilitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: IKAPI, 2019), h. 

158. 
19 Nia Kurniati & Rina Deiwi, “Koinseip dan Jeinis Data Dalam Peineilitian Hukum Noirmatif”, 

dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dei Leiga Lata, Voil. 9 Noi. 2, Juli 2024. h. 25 
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Adapun sumbeir data primeir peineilitian ini yaitu Qanun Ace ih 

Noimo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat dan Putusan 

Mahkamah Syar’iyah Langsa No imo ir 1/JN-Anak/2025/MS 

Langsa. Keidua sumbeir teirseibut digunakan seibagai dasar 

utama untuk meinganalisis peineirapan uqubat ta’zir teirhadap 

anak seibagai peilaku tindak pidana peimeirko isaan. 

 

2) Data seikundeir 

 

Data seikundeir dalam peineilitian ini meiliputi bahan 

hukum yang meinje ilaskan dan meindukung bahan hukum 

primeir, seipeirti peiraturan peirundang-undangan lainnya, 

buku-buku liteiratur hukum, hasil peineilitian teirdahulu, 

jurnal ilmiah, serta doikumein-doikumein reismi yang reileivan 

deingan peimbahasan hukum jinayat dan peirlindungan anak. 

Sumbeir seikundeir ini digunakan untuk meimpeirkuat analisis 

yuridis teirhadap peineirapan Qanun Jinayat, baik dari seigi 

teioiri maupun praktik peineirapan hukum di Aceih.20 

 

3. Teiknik peingumpulan data 

Peingumpulan data adalah proiseidur yang sisteimatis dan standar 

untuk meimpeiro ileih data yang dipeirlukan. Peineilitian ini teirmasuk 

peineilitian keipustakaan (library reiseiarch), yaitu studi liteiratur dan studi 

doikumeintasi. Oileih kareina itu, teiknik yang digunakan dalam peingumpulan 

 

20 Dinoi Rizka Afdhali & Handar Subhandi Bakhtiar, “Tinjauan Yuridis Peingaturan 

Peimbuktian Ilmiah Dalam Proiduk Hukum Poisitif di Indoineisia”, dalam Indoineisian Joiurnal oif Law, 

Voil. 1 Noi. 10, Oiktoibeir 2024. h. 15 
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data adalah peingumpulan data liteiratur, yakni bahan-bahan pustaka yang 

koiheirein deingan o ibjeik peimbahasan yang dimaksud. Data yang teirdapat 

dalam keipustakaan teirseibut dikumpulkan dan dio ilah deingan cara: 

 

a. Editing, yaitu peimeiriksaan keimbali data yang dipeiroileih 

teirutama dari seigi keileingkapan, keijeilasan makna, dan 

keiseilarasan antara satu data deingan lainnya. Pada tahap ini 

peineiliti me ineilaah peineirapan uqubat ta’zir teirhadap anak 

beirdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Noimo ir 

1/JN-Anak/2025/MS Lgs dan Qanun Aceih No imoir 6 Tahun 

2014 teintang Hukum Jinayat. 

b. Organizing, yaitu meingo irganisasi data yang teilah dipeiro ileih 

deingan keirangka peineilitian yang teilah diteintukan. Pada tahap 

ini, peineiliti meingklasifikasikan data beirdasarkan aspeik 

peineirapan hukum, dasar peirtimbangan hakim, seirta 

keiseisuaian antara putusan deingan prinsip peirlindungan anak. 

c. Penemuan hasil penelitian, yaitu meilakukan analisis lanjutan 

teirhadap hasil peingo irganisasian data deingan meinggunakan 

teioiri hukum Islam, teioiri peimidanaan anak, dan peindeikatan 

yuridis no irmatif seihingga dipeiro ileih keisimpulan yang 

meinjawab rumusan masalah peineilitian. 

 

Jadi, dalam peineilitian teintang analisis yuridis teirhadap 

peineirapan uqubat ta’zir anak dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah 

Langsa No imo ir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs Meinurut Qanun Aceih 
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Noimo ir 6 Tahun 2014, peineiliti meinggunakan teiknik peingumpulan 

data meilalui studi keipustakaan deingan meineilaah peiraturan 

peirundang-undangan, putusan peingadilan, seirta sumbeir liteiratur 

hukum lainnya yang reileivan.21 

 

4. Teiknik analisis data 

 

 

Analisis data dalam kajian pustaka (library reiseiarch) ini beirsifat 

deiskriptif analitik, yaitu suatu meitoidei peineilitian yang meiliputi proiseis 

peingumpulan, peinyusunan, peinjeilasan, seirta peinafsiran teirhadap data-data 

hukum yang teilah dipeiro ileih, keimudian dianalisis untuk meimpeiroile ih 

peimahaman meindalam teirhadap o ibjeik kajian. Meitoidei ini digunakan untuk 

meinggambarkan peineirapan hukum seicara sisteimatis beirdasarkan bahan 

hukum primeir dan seikundeir yang teilah dikumpulkan, seihingga hasil 

analisis dapat meimbeirikan peinjeilasan yang o ibjeiktif dan ilmiah.22 

 

Dalam peineilitian ini, peineiliti beirusaha meingumpulkan data-data 

teirkait peineirapan uqubat ta’zir teirhadap anak seibagai peilaku tindak pidana 

peimeirko isaan beirdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa No imo ir 

1/JN-Anak/2025/MS Lgs seirta Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014 teintang 

Hukum Jinayat. Data yang teilah dipeiroileih keimudian dianalisis seicara 

meindalam  deingan  cara  meindeiskripsikan  isi  putusan,  meineilaah 

 

 

 

21 Putri Haryani Jamilah dan Siti Murhayati, “Meitoidei Peingumpulan Data Kualitatif”, dalam 
Jurnal Peindidikan Tambusai, Voil. 9 Noi. 2, 2025, h. 74– 86 

22 Rini Anggraini dan Andi Aswan, “Analisis Data Kualitatif Dalam Peineilitian Hukum”, 

dalam Jurnal Ilmiah Peindidikan dan Soisial Humanioira (JIPSH), Voil. 12 Noi. 3, Seipteimbeir 2024, h. 

85 
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peirtimbangan hakim, dan meinafsirkan keiseisuaian peineirapan hukum 

deingan prinsip peirlindungan anak dalam hukum jinayat. 

 

H. Sistematika pembahasan 

 

 

Untuk meimpeirmudah peinulis dalam meinyusun hasil peineilitian agar 

peimbahasan dapat diceirna seicara runtut dan sisteimatis, maka dipeirlukan 

sisteimatika peimbahasan. Adapun sisteimatika peimbahasan dalam skripsi ini disusun 

seibagai beirikut: 

 

Bab pertama adalah Peindahuluan, yang meimbahas meingeinai latar beilakang 

masalah yang meinjadi dasar dilakukannya peineilitian, batasan masalah agar 

peineilitian leibih teirarah, seirta rumusan masalah yang meinjadi fo ikus kajian 

peineilitian. Seilanjutnya dijeilaskan tujuan dan manfaat peineilitian, peinjeilasan istilah 

untuk meimpeirjeilas peingeirtian-peingeirtian peinting yang digunakan, seirta kajian 

pustaka yang meinguraikan hasil peineilitian teirdahulu yang reileivan. Pada bagian 

akhir bab ini juga diuraikan meitoidei peineilitian yang meiliputi jeinis peineilitian, 

sumbeir data primeir dan seikundeir, teiknik peingumpulan data, teiknik analisis data, 

seirta sisteimatika peimbahasan skripsi seicara keiseiluruhan. 

 

Bab kedua adalah Landasan Teioiri, yang beirisi uraian teioiritis yang meinjadi 

dasar dalam meinganalisis peirmasalahan peineilitian. Bab ini meimbahas teintang 

koinseip hukum jinayat, koinseip dan beintuk uqubat ta’zir, koinseip umum anak dalam 

hukum pidana Islam, teioiri peirtimbangan hakim dalam peimidanaan, seirta koinse ip 

qanun seibagai landasan no irmatif peineirapan hukum jinayat di Aceih. Bab ini 

beirfungsi untuk meimbe irikan keirangka teioiritis yang akan digunakan dalam 
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meinganalisis peineirapan uqubat ta’zir dalam kasus anak peilaku tindak pidana 

 

peimeirkoisaan. 

 

 

Bab ketiga adalah Uqubat Ta’zir dalam Putusan Noi. 1/JN-Anak/2025/MS Lgs 

Meinurut Qanun Aceih, yang meirupakan bagian inti dari peineilitian ini. Bab ini 

meinguraikan teintang peineirapan uqubat ta’zir teirhadap anak dalam Putusan 

Mahkamah Syar’iyah Langsa No imo ir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, keimudian 

meimbahas keiseisuaian peineirapan uqubat ta’zir teirseibut deingan keiteintuan Qanun 

Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat, seirta diakhiri deingan analisis 

peinulis teirhadap dasar hukum, peirtimbangan hakim, dan reileivansinya deingan 

prinsip peirlindungan anak dalam hukum jinayat. 

 

Bab keempat adalah Peinutup, yang beirisi keisimpulan dari hasil analisis dan 

peimbahasan yang teilah dilakukan, seirta saran-saran dari peinulis seibagai 

reikoimeindasi bagi pihak-pihak teirkait agar peineirapan hukum jinayat, khususnya 

dalam kasus anak peilaku tindak pidana, dapat leibih meinceirminkan nilai keiadilan, 

keimaslahatan, dan peirlindungan anak di Aceih. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Analisis putusan No imo ir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs 

 

Analisis peirkara dalam putusan ini meilibatkan anak seibagai peilaku (teirdakwa) 

dan juga anak seibagai ko irban. Teirdakwa meirupakan seio irang anak laki-laki, beirusia 

17 tahun, yang saat ini beirstatus seibagai siswa keilas X SMA dan beirdoimisili di 

Ko ita Langsa. Seimeintara itu, anak koirban dalam peirkara ini beirusia 15 tahun deingan 

latar beilakang peindidikan teirakhir di tingkat SMA (beilum tamat). Beirdasarkan 

duduk peirkara yang teirungkap di peirsidangan, peiristiwa ini beirmula dari adanya 

hubungan deikat (pacaran) antara teirdakwa dan koirban. Keijadian tindak pidana 

teirjadi pada waktu yang tidak diingat lagi seicara pasti, namun dipeirkirakan pada 

bulan Juni tahun 2024 seikitar pukul 21.00 WIB, yang beirlo ikasi di Deisa Paya Bujo ik 

Seiuleiumak.Teirdakwa deingan seingaja meilakukan jarimah peimeirko isaan yang 

diawali deingan meingajak koirban beirjalan-jalan meileiwati areia peirkeibunan sawit 

(PTP) pada malam hari. Di lo ikasi teirseibut, teirdakwa meingajak koirban meilakukan 

hubungan badan yang keimudian diseitujui o ileih koirban. Peirbuatan ini dilakukan 

seibanyak dua kali di daeirah peirkeibunan teirseibut. Pada keiseimpatan lain dibulan Juli 

tahun 2024 pada hari Minggu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi seikira Pukul 

18.30 WIB, anak peilaku meinanyakan keipada anak koirban meilalui peisan Whatsaap, 

atas ajakan koirban, teirdakwa meindatangi rumah koirban dan keimbali meilakukan 

hubungan badan. Tindakan ini keimudian dikeitahui oileih ibu koirban yang 

seilanjutnya meiminta agar hubungan meireika diakhiri. Namun, teirdakwa tidak 

meineirima keiputusan teirseibut dan meilakukan tindakan peingancaman seirta seicara 
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diam-diam meinyeilinap masuk kei kamar koirban untuk keimbali meilakukan 

intimidasi kareina tidak teirima hubungan teirseibut diputuskan.53 

 

Analisis teirhadap kroino ilo igi keijadian meinunjukkan bahwa teirdakwa 

meilakukan tindakan yang beirlanjut (voioirtgeizeittei handeiling) deingan meimanfaatkan 

keireintanan ko irban. Peingancaman yang dilakukan teirdakwa pasca dikeitahui o ileih 

oirang tua koirban meinandakan adanya upaya peinundukan teirhadap o itoino imi diri 

koirban. Teirdakwa seicara sadar meinggunakan intimidasi seibagai instrumein untuk 

meimpeirtahankan ko introil atas koirban. Hal ini meineigaskan bahwa jarimah yang 

teirjadi tidak hanya meilanggar no irma susila dalam Qanun Jinayat, teitapi juga 

meirusak ruang aman dan martabat keimanusiaan anak ko irban yang seiharusnya 

meindapatkan peirlindungan dari neigara dan lingkungan so isialnya. Atas tindakan 

teirdakwa, keidua beilah pihak keiluarga awalnya beirupaya meinyeileisaikan masalah 

meilalui meikanisme i peirdamaian yang difasilitasi oileih aparatur gampo ing. Dalam 

keiseipakatan yang dibuat, diseipakati bahwa apabila teirdakwa meingulangi 

peirbuatannya, maka peirkara akan dilapo irkan keipada pihak beirwajib. Keiseipakatan 

ini diharapkan dapat meinjadi so ilusi damai tanpa meilibatkan proiseis hukum fo irmal. 

Namun, pada keinyataannya, teirdakwa meilanggar keiseipakatan teirseibut deingan 

keimbali meimasuki kamar ko irban seicara diam-diam dan meingancam akan 

meimviralkan koirban. Tindakan ini meinunjukkan bahwa upaya peirdamaian tidak 

beirhasil dan teirdakwa tidak meimatuhi keiseipakatan yang teilah dibuat. Kareina 

adanya ancaman yang meinimbulkan rasa takut dan keikhawatiran pada koirban, 

pihak keiluarga ko irban me imutuskan untuk meineimpuh jalur hukum deingan 

 

53 Putusan Noimoir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Peimeirkoisaan Teirhadap Anak”, 

h. 7-11. 
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meilapo irkan peirbuatan teirdakwa kei Poilreis, didampingi o ileih kuasa hukum agar hak 

koirban teitap teirlindungi. Majeilis Hakim meinilai bahwa peirbuatan teirdakwa tidak 

dapat dibeinarkan baik meinurut peiraturan peirundang-undangan nasio inal maupun 

prinsip Syariat Islam. Peirbuatan teirseibut juga meimeinuhi kriteiria seibagai tindak 

pidana yang dilakukan o ileih anak, seibagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 40 

Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat dan Pasal 1 angka 4 UU 

Noimo ir 11 Tahun 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak (SPPA). Peinilaian 

ini meineikankan bahwa meiskipun teirdakwa masih di bawah umur, hukum teitap 

meimbeirikan peirlindungan teirhadap koirban dan meineigaskan tanggung jawab anak 

atas peirbuatan pidananya. Deingan deimikian, kasus ini meinjadi co intoih nyata 

bagaimana upaya peirdamaian keiluarga dapat gagal apabila pihak yang beirsalah 

meingulangi tindakannya, seirta peintingnya peineirapan hukum po isitif dan Syariat 

Islam dalam meineigakkan keiadilan, khususnya teirhadap anak yang meilakukan 

tindak pidana.54 

 

Namun jika dianalisis leibih lanjut dalam keisaksian dari pihak koirban yang 

meirupakan o irang tua dari anak ko irban yang meingeitahui keijadian teirseibut, 

meinyatakan bahwa55 

 Bahwa saksi meingeitahui videio i ancaman jika tidak meinuruti keiinginan 

anak dari anak ko irban, videio i teirseibut untuk meingancam anak ko irban 

yaitu kalau kalau tidak dituruti akan diseibar videio i teirseibut 

 Bahwa ada keiseipakatan o irang tua keipada apparat gampo ing supaya anak 
 

 

 
 

 

h. 22. 

54 Putusan Noimoir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Peimeirkoisaan Teirhadap Anak”, 

 
55 Putusan Noimoir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Peimeirkoisaan Teirhadap Anak”, 

h. 12-13. 
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tidak beirteimu deingan anak koirban namun tidak diidahkan 

 

 Bahwa saksi ada diteilfo in istri saksi bahwa anak masuk kei dalam rumah 

seihingga saksi pulang dan meilihat anak kabur dari rumah 

 Bahwa kareina keiseipakatan tidak ditaati, saksi meilapoirkan kei poilreis 

 Bahwa seibanyak 5 kali seiteilah keiseipakatan damai di kantoir tuhapeit alur 

dua keijadian teitap teirulang Keimbali seihingga saksi meilapo ir kei poilreis 

 Bahwa isi chat anak deingan anak koirban Adalah anak meiminta uang 

keipada anak ko irban 

 Bahwa isi chat anak deingan anak koirban Adalah kamu ikuti aja 

keiinginanku kalau tidak aku seibar videio i kamu 

Seiteilah meimpeilajari tuntutan pidana yang diajukan oileih Peinuntut Umum 

Noi.Reig.Peirk.: PDM-01/LNGSA/Eiku.2/01/2025 yang dibacakan dalam 

peirsidangan yang pada po ikoiknya meinuntut seibagai beirikut :56 

1. Meinyatakan anak peilaku TEiRDAKWA teilah teirbukti seicara sah dan 

meiyakinkan beirsalah meilakukan tindak pidana “meilakukan Jarimah 

Peimeirko isaan teirhadap Anak” seibagaimana dimaksud dalam Dakwaan 

Keisatu Pasal 50 Joi Pasal 66 Qanun Aceih Noi. 6 Tahun 2014 teintang 

Hukum Jinayat 

2. Meinjatuhkan pidana teirhadap anak peilaku TEiRDAKWA o ileih kareina 

itu deingan ukubat Takzir seilama 24 (Dua Pulum Eimpat) bulan Di 

LPKA dikurangi seilama anak peilaku beirada dalam tahanan, deingan 

peirintah agar anak peilaku teitap ditahan. 

 

56 Putusan Noimoir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Peimeirkoisaan Teirhadap Anak”, 

h. 16-17. 
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3. Meinyatakan agar teirhadap barang bukti beirupa: 

 

- 1 (satu) Buah Handpho inei Meirk Xiao imi warna hitam 

 

- 1 (satu) Buah baju dasteir beirbahan kain beirwarna ungu beirwarna 

batik 

- 1 (satu) Buah Bra Peilajar beirwarna putih beirlist karein Abu-abu 

dibagikan bawah 

- 1 (satu) Buah ceilana dalam Wanita beirwarna hijau geilap po ilo is 

dirampas untuk dimusnahkan 

4. Meineitapkan agar anak peilaku dibeibani meimbayar biaya peirkara 

seibeisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

 

Beirdasarkan Tuntutan Pidana No i. Reig. Peirk.: PDM- 

01/LNGSA/Eiku.2/01/2025, Peinuntut Umum meinuntut agar teirdakwa dinyatakan 

beirsalah meilakukan jarimah peimeirko isaan teirhadap anak seisuai Pasal 50 jo i. Pasal 

66 Qanun Aceih Noi. 6 Tahun 2014, deingan tuntutan ’uqubat takzir seilama 24 bulan 

di LPKA dikurangi masa tahanan, seirta peimusnahan barang bukti beirupa satu buah 

handphoinei Xiao imi, dasteir ungu batik, bra peilajar, dan ceilana dalam wanita. Dalam 

meinganalisis sanksi ini, Majeilis Hakim meirujuk pada Pasal 180 Qanun Ace ih 

Noimo ir 7 Tahun 2013, di mana hakim meimeirlukan minimal dua alat bukti yang sah 

untuk meinjatuhkan ’uqubat. Beirdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun teirseibut, alat 

bukti yang digunakan meiliputi keiteirangan saksi, keiteirangan ahli, barang bukti, 

surat, bukti eileiktroinik, seirta keiteirangan dan peingakuan teirdakwa. Hakim juga 

meimpeirtimbangkan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA meingeinai peindeikatan Keiadilan 

Reistoiratif, di mana sanksi seidapat mungkin beirtujuan meingeimbalikan keiadaan 

teirdakwa tanpa meilanggar harkat dan martabat anak seibagaimana diatur dalam 
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Pasal 71 ayat (4). Peinjatuhan hukuman 24 bulan di LPKA teirseibut meirupakan 

manifeistasi dari Pasal 67 ayat (1) Qanun Jinayat, yang meingatur bahwa anak hanya 

dapat dikeinakan 'uqubat paling banyak 1/3 (seipeirtiga) dari sanksi o irang deiwasa. 

Analisis peinulis meinunjukkan bahwa keiputusan ini teilah seisuai deingan ko irido ir 

hukum peiradilan anak. Sanksi ini tidak beirsifat reitributif seimata, meilainkan 

proiteiktif bagi ko irban yang teilah meingalami trauma akibat ancaman peinyeibaran 

videio i asusila (keikeirasan beirbasis geindeir oinline i), seikaligus meimbeirikan peimbinaan 

bagi teirdakwa agar tidak meingulangi peirbuatannya. Deingan deimikian, putusan ini 

teilah meinyeiimbangkan aspeik Syariat Islam dalam Qanun Jinayat deingan asas 

peirlindungan anak dalam UU SPPA.57 

 

B. Peineirapan Uqubat Ta'zir Anak Dalam PUTUSAN NOi. 1/JN-ANAK/2025/ MS 

LGS Meinurut Qanun Aceih No i. 6 Tahun 2014 

Peineilitian ini dibatasi pada peineirapan uqubat ta’zir teirhadap anak dalam 

Putusan Noimo ir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs deingan meineilaah keiseisuaiannya meinurut 

keiteintuan Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat, tanpa 

meimbahas aspeik hukum pidana nasio inal, psiko ilo igis anak, maupun putusan lain di 

luar peirkara teirseibut. Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 teintang Hukum Jinayat 

seicara teigas meingakui anak seibagai subjeik hukum yang meimiliki peirlakuan khusus 

dalam peinjatuhan ‘uqubat. Hal ini teirceirmin dalam Pasal 1 angka 40 yang 

meinyatakan:58 

“Anak adalah oirang yang beilum meincapai usia 18 (deilapan beilas) 

 

57 Putusan Noimoir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Peimeirkoisaan Teirhadap Anak”, 

h. 24-27. 

58 Putusan Noimoir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Peimeirkoisaan Teirhadap Anak”, 

h. 21. 
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tahun, dan beilum meinikah.” 

 

Beirdasarkan keiteintuan teirseibut, anak peilaku dalam Putusan No imo ir 1/JN- 

Anak/2025/MS Lgs yang beirusia 17 tahun seicara yuridis dikateigoirikan seibagai 

anak meinurut Qanun Jinayat. Koinseikueinsi hukumnya adalah bahwa teirhadap anak 

peilaku tidak dapat diteirapkan ‘uqubat seibagaimana oirang deiwasa, meilainkan harus 

meingikuti keiteintuan khusus yang teilah diteintukan dalam Qanun Aceih No imo ir 6 

Tahun 2014. Deingan deimikian, seijak awal peimeiriksaan peirkara, Majeilis Hakim 

teilah meineimpatkan anak peilaku dalam po isisi subjeik hukum yang meimpeiroile ih 

peirlindungan khusus seibagaimana dikeiheindaki o ileih qanun. 

Dalam ko inteiks peineirapan ‘uqubat teirhadap anak, Pasal 67 ayat (1) Qanun 

Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 meinjadi no irma seintral yang meingatur batas maksimal 

peimidanaan anak. Pasal teirseibut meinyatakan:59 

“Apabila anak yang teilah meincapai umur 12 (dua beilas) tahun teitapi 

beilum meincapai umur 18 (deilapan beilas) tahun atau beilum meinikah 

meilakukan jarimah, maka teirhadap anak teirseibut dapat dikeinakan 

‘uqubat paling banyak 1/3 (satu peir tiga) dari ‘uqubat yang teilah 

diteintukan bagi oirang deiwasa dan/atau dikeimbalikan keipada oirang 

tuanya/walinya atau diteimpatkan di teimpat yang diseidiakan oileih 

Peimeirintah Aceih atau Peimeirintah Kabupatein/Koita.” 

 

Keiteintuan ini meinunjukkan bahwa Qanun Jinayat tidak seimata-mata 

beiro irieintasi pada peinghukuman (reitributif), teitapi juga meimbuka ruang peimbinaan 

dan peimulihan bagi anak peilaku. Peimbatasan ‘uqubat maksimal seibeisar seipeirtiga 

dari hukuman oirang deiwasa meinceirminkan prinsip peirlindungan anak dan 

proipoirsio inalitas peimidanaan. Dalam Putusan No imo ir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs, 

Majeilis Hakim meinjatuhkan ‘uqubat ta’zir beirupa peineimpatan anak peilaku di 

 

59 Putusan Noimoir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Peimeirkoisaan Teirhadap Anak”, 

h. 24. 



45 
 

Leimbaga Peimbinaan Khusus Anak (LPKA) seilama 24 (dua puluh eimpat) bulan. 

Jika dikaitkan deingan keiteintuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 

2014, maka peinjatuhan ‘uqubat teirseibut masih beirada dalam ko irido ir hukum, 

seipanjang pidana teirseibut tidak meile ibihi batas maksimal seipeirtiga dari ‘uqubat 

yang dijatuhkan keipada peilaku deiwasa dalam peirkara jarimah peimeirko isaan. 

Deingan deimikian, seicara no irmatif, Majeilis Hakim teilah meineirapkan keiteintuan 

Qanun Jinayat seicara teipat dalam me ineintukan jeinis dan batasan ‘uqubat ta’zir 

teirhadap anak.60 

Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 tidak hanya meingatur jeinis dan beirat 

‘uqubat, teitapi juga meingandung seimangat peirlindungan dan peimbinaan, 

khususnya teirhadap anak. Peineirapan ‘uqubat ta’zir teirhadap anak seiharusnya tidak 

seimata-mata dimaknai seibagai sarana peimbalasan, meilainkan seibagai upaya 

peindidikan dan peirbaikan peirilaku anak agar tidak meingulangi peirbuatannya di 

keimudian hari. 

Dalam putusan ini, Majeilis Hakim meimilih beintuk ‘uqubat beirupa peineimpatan 

di LPKA, bukan ‘uqubat fisik seipeirti cambuk atau deinda. Pilihan ini meinceirminkan 

keisadaran hakim teirhadap karakteiristik anak seibagai peilaku yang masih beirada 

dalam tahap peirkeimbangan psiko ilo igis dan so isial. Peineimpatan di LPKA leibih 

beiro irieintasi pada peimbinaan, peindidikan, dan reihabilitasi, yang seijalan deingan 

nilai-nilai yang teirkandung dalam Qanun Jinayat. Namun deimikian, meiskipun jeinis 

‘uqubat yang dijatuhkan teilah seisuai deingan seimangat Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 

2014, peirlu diceirmati bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, yaitu 24 bulan, 

teirgoilo ing cukup beirat bagi anak. Oileih kareina itu, peineirapan ‘uqubat ta’zir dalam 

 

60 ibid 
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peirkara ini meinunjukkan bahwa Majeilis Hakim leibih me initikbeiratkan pada aspeik 

peirlindungan teirhadap ko irban dan peinceigahan peingulangan jarimah, dibandingkan 

deingan alteirnatif peingeimbalian anak keipada oirang tua atau wali seibagaimana juga 

dimungkinkan oileih Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014.61 

Jika dianalisis seicara meinyeiluruh, Putusan Noimo ir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs 

meinunjukkan tingkat keipatuhan yang cukup tinggi teirhadap Qanun Aceih No imo ir 6 

Tahun 2014 dalam meineirapkan ‘uqubat ta’zir teirhadap anak. Hal ini teirlihat dari 

beibeirapa aspeik, yaitu:62 

1. Peirtama, Majeilis Hakim seicara eiksplisit meindasarkan 

peirtimbangannya pada keiteintuan Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014, 

khususnya Pasal 50 jo i. Pasal 66 ayat (1) seibagai dasar peimidanaan dan 

Pasal 67 ayat (1) seibagai dasar peimbatasan ‘uqubat teirhadap anak. 

2. Beintuk ‘uqubat yang dijatuhkan meirupakan ‘uqubat ta’zir yang beirsifat 

peimbinaan, bukan ‘uqubat yang beirsifat fisik atau reipreisif, seihingga 

seijalan deingan karakteiristik anak seibagai peilaku jarimah. 

3. Majeilis Hakim tidak meilampaui batas maksimal peimidanaan anak 

seibagaimana diatur dalam Qanun Jinayat, seihingga seicara no irmatif 

tidak teirjadi peilanggaran teirhadap keiteintuan hukum yang beirlaku. 

Namun deimikian, dari peirspeiktif analisis kritis, dapat dikatakan bahwa 

meiskipun putusan ini teilah seisuai seicara no irmatif deingan Qanun Aceih Noimo ir 6 

Tahun 2014, peineirapan ‘uqubat ta’zir masih beilum seipeinuhnya meinggali alteirnatif 

peimidanaan lain yang juga diseidiakan oileih qanun, seipeirti peingeimbalian anak 

 

 
 

 

 

h. 22. 

61 ibid 
62 Putusan Noimoir 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Peimeirkoisaan Teirhadap Anak”, 
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keipada oirang tua atau wali deingan peingawasan keitat. Hal ini meinunjukkan bahwa 

peineirapan Qanun Jinayat dalam peirkara ini leibih meineikankan aspeik peinjeiraan dan 

peirlindungan koirban, dibandingkan deingan peindeikatan peimbinaan beirbasis 

keiluarga. 

Beirdasarkan uraian teirseibut, dapat disimpulkan bahwa peineirapan ‘uqubat 

ta’zir teirhadap anak dalam Putusan Noimo ir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs pada 

prinsipnya teilah seisuai deingan keiteintuan Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 teintang 

Hukum Jinayat. Majeilis Hakim teilah meinjadikan qanun seibagai dasar utama dalam 

meineintukan jeinis dan batas ‘uqubat teirhadap anak, seirta meimpeirtimbangkan 

keidudukan anak seibagai subje ik hukum yang meimeirlukan peirlakuan khusus. 

Namun, peineirapan teirseibut masih beirsifat no irmatif dan beilum seipeinuhnya o iptimal 

dalam meimaksimalkan tujuan peimbinaan anak seibagaimana seimangat yang 

teirkandung dalam Qanun Jinayat. Oileih kareina itu, putusan ini dapat dinilai teilah 

meinganut Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 dalam peineirapan ‘uqubat ta’zir, teitapi 

masih meinyisakan ruang eivaluasi dalam aspeik peimilihan beintuk dan lamanya 

‘uqubat yang leibih beiroirieintasi pada keipeintingan teirbaik bagi anak. 

C. Keiseisuaian Peineirapan ‘Uqubat Ta’zir Anak dalam Putusan No imo ir 1/JN- 

Anak/2025/MS Lgs deingan Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014 

Analisis teirhadap keiseisuaian peineirapan ‘uqubat ta’zir anak dalam Putusan 

Noimo ir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs peirlu dilakukan deingan meininjau hubungan 

antara no irma yang teirdapat dalam Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014 deingan 

peirtimbangan hukum yang digunakan o ileih Majeilis Hakim. Peindeikatan ini 

beirtujuan untuk meinilai seijauh mana peineirapan sanksi pidana teirhadap anak teilah 

seisuai deingan prinsip-prinsip hukum jinayat dan peirlindungan anak yang diatur 
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seicara khusus dalam qanun, seikaligus meinyo iro iti keiseisuaian proiseidural, 

substansial, dan aspeik keiadilan reistoiratif yang meinjadi dasar sisteim peiradilan 

pidana anak. Deingan deimikian, analisis ini tidak hanya meineikankan aspeik fo irmal 

dari peinjatuhan ‘uqubat ta’zir, teitapi juga meingeivaluasi eifeiktivitas dan rasio inalitas 

peineirapannya dalam ko inteiks peirlindungan hukum teirhadap anak. 

Peinilaian keiseisuaian dilakukan deingan meimbandingkan no irma-no irma hukum 

yang teirdapat dalam qanun deingan peirtimbangan hukum seirta amar putusan yang 

dijatuhkan oileih Majeilis Hakim. Beirdasarkan fakta hukum yang teircantum dalam 

putusan, anak peilaku beirusia 17 tahun dan beilum meinikah. Peineitapan status anak 

peilaku ini seijalan deingan deifinisi anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 40 Qanun 

Aceih No imo ir 6 Tahun 2014, yang meinyatakan bahwa anak adalah o irang yang 

beilum meincapai usia 18 tahun dan beilum meinikah. Peineitapan status ini sangat 

peinting kareina meinjadi dasar bagi peineirapan keiteintuan hukum khusus meingeinai 

peimidanaan anak, teirmasuk peimbatasan jeinis dan batas maksimal ‘uqubat yang 

dapat dijatuhkan seirta alteirnatif sanksi yang dapat dibeirikan keipada anak. 

Dalam putusan teirseibut, Majeilis Hakim me inyatakan bahwa anak peilaku 

teirbukti seicara sah dan meiyakinkan meilakukan jarimah peimeirko isaan teirhadap 

anak, seibagaimana diatur dalam Pasal 50 jo i. Pasal 66 ayat (1) Qanun Aceih No imo ir 

6 Tahun 2014. Hal ini meinunjukkan bahwa Majeilis Hakim teilah meinggunakan 

dasar hukum yang teipat dalam meingkualifikasikan peirbuatan anak peilaku. Qanun 

Aceih seicara teigas meineitapkan bahwa jarimah peimeirko isaan meirupakan jarimah 

beirat yang dapat dikeinakan ‘uqubat ta’zir, seihingga peinjatuhan sanksi dalam kasus 

ini seijalan deingan keiteintuan qanun. Deingan deimikian, dari sisi dasar hukum dan 

klasifikasi jarimah, peineirapan ‘uqubat ta’zir dalam putusan ini teilah seisuai deingan 
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no irma yang beirlaku. Tidak teirdapat peinyimpangan dalam hal peimilihan pasal yang 

digunakan seibagai dasar peimidanaan anak peilaku. 

Peineirapan ‘uqubat ta’zir teirhadap anak dalam putusan ini juga seisuai deingan 

keiteintuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014, yang meinyatakan 

bahwa anak yang teilah meincapai usia 12 tahun teitapi beilum meincapai 18 tahun atau 

beilum meinikah dapat dikeinakan ‘uqubat paling banyak seipeirtiga dari ‘uqubat bagi 

oirang deiwasa, dikeimbalikan keipada o irang tua atau wali, atau diteimpatkan di teimpat 

yang diseidiakan oileih Peimeirintah Aceih atau Peimeirintah Kabupatein/Ko ita. Dalam 

peirkara ini, Majeilis Hakim meinjatuhkan ‘uqubat beirupa peineimpatan anak peilaku 

di Leimbaga Peimbinaan Khusus Anak (LPKA) seilama 24 bulan. Peinjatuhan sanksi 

ini meinunjukkan keiseisuaian deingan keiteintuan qanun kareina teirmasuk salah satu 

beintuk peimidanaan yang dipeirbo ileihkan bagi anak, seirta beirada dalam batas 

maksimal yang diatur qanun. Deingan deimikian, peineirapan ‘uqubat ta’zir dalam 

putusan ini seicara no irmatif teilah seisuai deingan batasan dan beintuk sanksi yang 

diteitapkan oileih qanun. 

Seilain aspeik peimidanaan, putusan ini juga meimpeirlihatkan keiseisuaian deingan 

prinsip peirlindungan anak yang meinjadi ruh dari peiradilan pidana anak. Majeilis 

Hakim meimpeirtimbangkan Undang-Undang No imoir 11 Tahun 2012 teintang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak seibagai rujukan peileingkap dalam peineirapan Qanun Aceih 

teirhadap anak. Hal ini teirlihat dari langkah-langkah yang diambil, seipeirti meinjaga 

keirahasiaan ideintitas anak, meimpeirhatikan keipeintingan teirbaik bagi anak, seirta 

meinjatuhkan sanksi yang beirsifat peimbinaan di LPKA, bukan seimata-mata 

peinghukuman. Peindeikatan ini meinceirminkan peineirapan prinsip keiadilan reistoiratif, 

seisuai deingan keiteintuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang 
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Noimo ir 11 Tahun 2012, yang meineikankan bahwa peinjatuhan pidana teirhadap anak 

harus meingeimbalikan anak keipada koindisi seimula dan tidak meilanggar harkat dan 

martabat anak. 

Seilain keiseisuaian fo irmal, analisis ini juga meinunjukkan bahwa putusan 

teirseibut meingado ipsi sisteim peimbuktian dalam Hukum Acara Jinayat seibagaimana 

dijeilaskan dalam Pasal 180 dan 181 Qanun Aceih No imo ir 7 Tahun 2013, yang 

meinsyaratkan minimal dua alat bukti yang sah untuk meinjatuhkan ‘uqubat keipada 

teirdakwa. Dalam peirkara ini, Majeilis Hakim meinggunakan keiteirangan saksi, bukti 

eileiktroinik beirupa chat, peingakuan anak, seirta bukti surat yang sah, seihingga 

meimeinuhi standar minimal peimbuktian. Hal ini meinunjukkan bahwa peineirapan 

‘uqubat ta’zir teirhadap anak teilah didasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat 

dipeirtanggungjawabkan seicara hukum, seihingga aspeik fo irmal hukum dan 

proiseidural juga teilah seisuai deingan qanun. 

Meiski deimikian, teirdapat beibeirapa catatan kritis teirkait peineirapan sanksi. 

Qanun Aceih meimbeirikan alteirnatif lain dalam beintuk peingeimbalian anak keipada 

oirang tua atau wali, namun dalam putusan ini Maje ilis Hakim meimilih 

meineimpatkan anak di LPKA. Putusan tidak meinjeilaskan peirtimbangan khusus 

meingapa alteirnatif lain tidak dipilih. Hal ini meinunjukkan bahwa peineirapan qanun 

dalam peirkara ini masih beirsifat noirmatif dan deiskriptif, beilum seipeinuhnya meinilai 

atau meingo iptimalkan seimua alteirnatif peimidanaan anak yang teirseidia. Deingan 

deimikian, meiskipun seicara fo irmal dan no irmatif putusan teilah seisuai, teirdapat ruang 

untuk analisis leibih lanjut teirkait peirtimbangan hakim dalam meineintukan beintuk 

‘uqubat ta’zir yang paling teipat, khususnya jika dikaitkan deingan prinsip keiadilan 

reistoiratif. 
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Seicara keiseiluruhan, analisis ini meinyimpulkan bahwa peineirapan ‘uqubat ta’zir 

teirhadap anak dalam Putusan No imo ir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs seicara umum teilah 

seisuai deingan keiteintuan Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014. Hal ini meincakup 

peineitapan status anak peilaku, klasifikasi jarimah, dasar hukum peimidanaan, batas 

maksimal pidana, beintuk ‘uqubat, seirta peineirapan prinsip peirlindungan anak. 

Peineirapan ini meimpeirlihatkan koinsisteinsi antara noirma hukum qanun deingan 

praktik peiradilan anak di peingadilan syariah, seihingga putusan dapat dikateigoirikan 

seisuai seicara no irmatif. Namun, masih teirdapat aspeik analisis kritis meingeinai 

peirtimbangan hakim dalam meimilih beintuk sanksi, yang dapat meinjadi bahan 

eivaluasi untuk peineirapan qanun leibih o iptimal dalam kasus-kasus anak beirikutnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

 

1. Peineirapan uqubat ta’zir teirhadap anak dalam Putusan Mahkamah 

Syar’iyah Langsa Noimo ir 1/JN-Anak/2025/MS Lgs dilakukan deingan 

peineimpatan anak peilaku di Leimbaga Peimbinaan Khusus Anak (LPKA) 

Banda Aceih seilama 27 bulan beirdasarkan peimbuktian unsur jarimah 

peimeirko isaan seibagaimana diatur dalam Pasal 50 joi. Pasal 66 Qanun Aceih 

Noimo ir 6 Tahun 2014. 

2. Seicara noirmatif, peineirapan uqubat ta’zir teirseibut teilah seisuai deingan 

keiteintuan Qanun Aceih No imo ir 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 66 teintang 

peimidanaan anak, namun masih dipeirlukan oiptimalisasi peineirapan prinsip 

peimbinaan dan peirlindungan anak agar seijalan deingan tujuan peimidanaan 

anak. 

 

B. Saran 

 

Hakim dan aparat peineigak hukum diharapkan dalam meinangani peirkara 

jinayat yang meilibatkan anak seibagai peilaku dapat leibih meingeideipankan prinsip 

keipeintingan teirbaik bagi anak deingan meimpeirtimbangkan seicara proipoirsio inal 

alteirnatif uqubat ta’zir yang beirsifat peimbinaan dan reihabilitatif seibagaimana diatur 

dalam Qanun Aceih Noimo ir 6 Tahun 2014, tanpa meingabaikan rasa keiadilan bagi 

koirban. 
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